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ABSTRAK 

Fayyadh Erdy Rivai : Dampak Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 

2018 (Tentang Pajak Air Tanah) Terhadap Penerimaan Pajak Air Tanah 

Pembimbing : Vita Fitria Sari, S.E., M.Si. 

 

Efektifitas Pemungutan Pajak Air Tanah dilakukan untuk memastikan tingkat keberhasilan 

antara target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak. Tujuanpenulisan Tugas 

Akhir ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air tanah, kendala – 

kendala dalam pemungutan pajak air tanah dan efektifitasnya pada Badan Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah Kota Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode 

Deskriptif pengumpulan data melalui observasi. Adapun manfaat dari Tugas Akhir ini yaitu 

untuk memaparkan solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan Pajak Air 

Tanah dan Pendapatan Asli Daerah.Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Padang 

menggunakan Analisis efektivitas,pertumbuhan,kontribusi dimana fiskus atau pemerintah 

menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang, berdasarkan laporan 

pemakaian air tanah yang diberikan oleh wajib pajak. Pemungutan Pajak di Kota Padang 

terhitung dari Tahun 2017 sampai dengan 2019 belum Efektif karena adanya peningkatan 

harga perolehan air tanah, sehingga belum mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. 

 
Kata Kunci : Pemungutan, Pajak Air Tanah, Efektivitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah otonomi 

(kabupaten/kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat yang berada pada daerah tersebut sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Berlakunya otonomi daerah pada kabupaten dan 

kota memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pendapatan daerah tersebut. 

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi 

oleh seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan pembelajaran 

disetiap daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi 

kemajuan daerahnya. Disisi lain, pemerintah sebagai pengatur pengembangan 

konsep otonomi daerah , berperan sebagai penanggung jawab agar konsep 

otonomi daerah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan.(Fernantos : 2015) 

 Pemerintah daerah dapat menggali potensi daerahnya sendiri dan secara 

mandiri dapat memprioritaskan pembangunan daerahnya serta mengurangi 

ketergantungan pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kepentingan 

yang sama dengan pemerintah pusat yaitu mengatur dan mengurus sendiri rumah 

tangganya. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membangun daerah yang 

nyata dan dinamis secara optimal dengan disertai tanggung jawab. Pembiayaan 

pemerintahan dan pembangunan daerah salah satunya bersumber pada 

Penerimaan pajak daerah.   



 

 

2 

Dalam mengestimasikan potensi pemungutan pajak daerah, diperlukan 

informasi dan tolak ukur yang nyata terjadi di lapangan dan secara konkrit 

dikehendaki oleh masyarakat di daerah. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat 

digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaannya adalah dengan 

mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Salah satunya 

dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah.   

 Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia. Hal ini dapat 

dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Oleh karena 

itu, potensi penerimaan daerah pada sektor pajak harus lebih ditingkatkan dengan 

mengetahui terlebih dahulu potensi yang dapat dikembangkan pada daerah 

tersebut. Dalam meningkatkan potensi penerimaan perlu memperhatikan sistem 

dan prosedur pemungutan meskipun realisasi penerimaan hasilnya kurang 

memadai.  

Salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak air tanah. Berdasarkan 

Undang-Undang nomor 28 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, 

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

Sedangkan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan 

dibawah permukaan. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badann 

yang melakukann pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air 

tanah adalah orang pribah atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. 
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Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Sebelumnya 

penetapan harga dasar air tanah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 

15A tahun 2011 tentang Penetapan Harga Dasar Air Tanah. Akan tetapi harga 

dasar air tanah yang telah diatur dalam peraturan Walikota Padang nomor 15A 

tahun 2011 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Oleh karena 

itu ditetapkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang 

Nilai Perolehan Air Tanah. 

Adapun perbandingan harga dasar air tanah berdasarkan peraturan walikota 

Padang nomor 15A tahun 2011 dan Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 

2018 diantaranya yaitu : 

 

Tabel 1.1 

Harga Dasar Air Tanah Pada Perwako Padang Nomor 15A Tahun 2011 

Volume 

Pengambilan 

Air Tanah 

(m3) 

Kelompok 

non niaga 

Kelompok 

niaga kecil 

Kelompok 

industri 

kecil 

Kelompok 

niaga 

besar 

Kelompok 

industri 

besar 

0-50 Rp. 1.265 Rp. 1.495 Rp. 1.725 Rp. 1.955 Rp. 2.185 

51-500 Rp. 1.718 Rp. 1.541 Rp. 1.794 Rp. 2.047 Rp. 2.300 

501-1000 Rp. 1.749 Rp. 1.587 Rp. 1.863 Rp. 2.139 Rp. 2.415 

1001-2500 Rp. 1.779 Rp. 1.633 Rp. 1.932 Rp. 2.231 Rp. 2.530 

2501-3000 Rp. 1.810 Rp. 1.679 Rp. 2.070 Rp. 2.323 Rp. 2.645 

 

Tabel 1.2 

Harga Dasar Air Tanah Pada Perwako Padang Nomor 21 Tahun 2018 

Volume 

Pengambilan 

Air Tanah 

(m3) 

Kelompok 

I 

Kelompok 

II 

Kelompok 

III 

Kelompok 

IV 

Kelompok 

V 

0-50 13,913 13,070 12,226 11,383 10,540 

51-500 15,810 14,545 13,280 12,016 10,751 

501-1000 18,656 16,759 14,861 12,964 11,067 

1001-2500 22,977 20,131 17,286 14,440 11,594 

>2500 29,301 25,085 20,764 16,548 12,226 
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Keakuratan data mengenai subjek dan objek pajak menjadi kendala bagi kota 

Padang dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, perlu 

adanya estimasi bagi potensi pajak daerah untuk mengetahui potensi penerimaan 

yang dapat digali, dikelola dan dikembangkan secara profesional dan bertanggung 

jawab melalui pengoptimalan Pajak Air Tanah. Air merupakan salah satu elemen 

yang terpenting bagi kehidupan, tanpa air makhluk hidup tidak akan dapat hidup. 

Air tanah merupakan objek pemungutan pajak pemerintah daerah yang dikenakan 

pajak kepada masyarakat, dikecualikan untuk keperluan dasar rumah tangga, 

pengairan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan, riset atau penelitian, 

pemadaman kebakan, dan segala pemanfaatan atau pengambilan oleh pemerintah 

pusat ataupun daerah. Pembayaran pajak air tanah disetorkan kepada kas Negara 

yaitu kantor pajak. 

Sebelum terbitnya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan 

retribusi daerah, air tanah bergabung pajaknya dengan pajak air permukaan.pajak 

tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. setelah 

terbitnya undang-undang tersebut, pajak air tanah dipisahkan dengan pajak air 

permungkaan dan pajak air tanah pemungutannya dilakukan oleh pemerintah 

kota/kabupaten. Pemisahan pajak air tanah dimaksudkan untuk mengingkatkan 

anggaran penerimaan pajak air tanah.  

Sebelumnya penetapan harga dasar air tahan di atur dalam peraturan walikota 

padang nomor 15 A tahun 2011, akan tetapi penetapan harga dasar air tanah kota 

padang yang berlaku sekarang yaitu di atur dalam peraturan walikota padang 

nomor 21 tahun 2018. perubahan penetapan harga dasar air tanah tersebut 
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menyebabkan adanya peningkatan anggaran pajak air tanah kota padang untuk 

tahun 2019.Meningkatnya anggaran penerimaan pajak air tanah kota padang 

untuk tahun 2019 mengakibatkan penerimaan pajak air tanah tidak mencapai 

target yang dianggarkan oleh pemerintah kota padang. Sesuai dengan latar 

belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

topik dengan judul "Dampak Implementasi Peraturan Wali Kota Padang 

Nomor 21 Tahun 2018 (Tentang Pajak Air Tanah) Terhadap Penerimaan 

Pajak Air Tanah" 

 

 

B. Rumusah Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun perumusan masalah yang 

penulis kemukan dalam karya ilmiah ini adalah:  

1. Bagaimana analisis efektivitas penerimaan pajak air tanah kota padang  

tahun 2017-2019? 

2. Bagaimana analisis pertumbuhan penerimaan pajak air tanah kota padang 

tahun 2017-2019? 

3. Bagaimana analisis kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap pajak 

daerah kota padang tahun 2017-2019? 

 

C. Tujuan dan Manfaat  

Adapun penulisan karya ilmiah ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai 

berikut: 
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1. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dalam 

penulisan karya ilmiah ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak air tanah kota 

padang untuk tahun 2017-2019 

b. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan 

pajak air tanah kota padang untuk tahun 2017-2019 

c. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak air 

tanah terhadap pajak daerah kota padang untuk tahun 2017-2019 

 

2. Manfaat Penulisan 

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharap dapat memberikanmanfaat 

sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

Karya Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mencapai 

kelulusan pada Prodi D-III Akuntansi, selain itu untuk meningkatkan 

pemahaman mengenai pemungutan dan penerimaan pajak air tanah. 

b. Bagi Instansi 

Sebagai masukan kepada badan pendapatan daerah Kota Padang 

dalam mengelola pajak daerah, terlebih khusus penerimaan pajak air 

tanah agar meningkatkan potensi pemungutan dan efektivitas penerimaan 

pajak air tanah. 

c. Bagi Pihak Lain 
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Karya Ilmiah ini dapat menjadi tambahan dan sumbangan informasi 

mengenai perpajakan dan literatur yang dapatdigunakan sebagai referensi 

dalam penelitian dengan topikyang sama di masa yang akan datang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan 

yang diantaranya yaitu : 

1. Analisis efektivtias penerimaan pajak air tanah untuk tahun 

2017-2018 dikategorikan pada kriteria sangat efektif, namun untuk tahun 

2019 penerimaan pajak air tanah dikategorikan pada kriteria tidak efektif 

2. Analisis pertumbuhan penerimaan pajak air tanah untuk tahun 

2018-2019 dikategorikan pada kriteria tidak berhasil 

3. Analisis kontribusi penerimaan pajak air tanah untuk tahun 

2017-2019 dikategorikan pada kriteria sangat kurang 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah 

diperoleh,maka dari itu penulis memberikan saran diantaranya yaitu : 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai 

efektifitas dan kontribusi Pajak Air Tanah di Kota Padang. Selain itu, di 

karenakan pemungutan pajak air tanah untuk Kota Padang untuk tahun 

2017-2018 masuk kepada kategori efektif maka dari itu diharapkan 

kedepannya pencapaian ini tetap dipertahankan bahkan meningkat setiap 

tahunnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat pemetaan untuk 

potensi Pajak Air Tanah.  
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2. Agar perolehan penerimaan Pajak Air Tanah ini maksimal, 

perlunya diberikan sanksi yang kepada pelanggar atau yang berbuat 

curang serta yang dengan sengaja lalai dalam pembayaran Pajak Air 

tanah ini. Agar hal-hal yang seperti itu dapat berkurang setiap 

waktunya.  

3. Mengenai target pajak air tanah yang ditetapkan pemerintah 

hendaknya ditingkatkan setiap tahun mengingat bahwa Pajak air tanah 

ini merupakan salah satu pajak yang sangat besar potensinya karena 

tingkat pemanfaatan air tanah ini di Kota Padang cukup tinggi dan 

sebaiknya Kota Padang juga dapat menyusun strategi yang matang 

untuk Pajak air tanah ini agar memperoleh hasil yang maksimal.  

4. Permasalahan besar mengenai kontribusi Pajak Air Tanah yang 

saat ini masih dibawah 1% agar sekiranya diberi perhatian khusus. 

Karena merngingat Pajak Air Tanah ini sangat lah berpotensi untuk 

membantu dalam peningkatan Pajak Daerah. Dan untuk kedepannya 

diharapkan akan selalu ada peningkatan dalam kontribusi Pajak Air 

Tanah ini terhadap Pajak Daerah Kota Padang.
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